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BAB IV

STUDI ANALISIS KEPUTUSAN MAJMA’ FIQIH ISLAMI

NOMOR 109 DALAM PANDANGAN FIQIH ISLAM

A. Konsep Syartul Jaza’i Dalam Majma’ Figih Islami Nomor 109 Tahun

2000 M/ 1421 H.

1). Sekilas pandang tentang majma’ figih islami

Majma’ figih islami atau juga dikenal dengan majmal figih islami
dauli (s <Y 48l xeas) atau international Islamic figh academy
adalah sebuah lembaga independen yang mempunyai badan hukum
sendiri dibawah Robithoh al Alam Islami, yang beranggotakan
sekumpulan ulama’ dari perwakilan negara negara yang berpenduduk
muslim.'?°

Pendirian majma’ figih islami ini berdasarkan keputusan muktamar
islami yang ketiga di Palestina tanggal 12 november tahun 1977 M /1
robiul awal 1397 H, berdiri dan diresmikan pada 19 robiul awal tahun
1401 H atau bertepatan pada tanggal 25 januari 1981 M. yang
beranggotakaan ulama, fuqoha’ akademisis, dari berbagai negara
islam.**°

Majma’ figih islami ini berpusat di Jeddah Saudi Arabia ini

melakukan muktamar rutin setiap tahunya, untuk menjawab permsalahan
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permasahan yang ada, baik permasahan figih, ekonomi, social dan yang

lainya. Dengan mempelajari dan mengkaji serta berijtihad terhadap

permasalahan-permasalahan tersebut sesuai dengan literature dan
perkembangan pemikiran islam.™!

Dalam menerbitkan keputusan-keputusan setiap permasahan
tertentu yaitu melalui permulaan pembahasan secara ilmiah, kemudian
diakukanya berbagai diskusi yang mendalam tentang permasalahn
tersebut, sampai kepada sebuah pandangan dan pendapat yang diakui
menuju sebuah keputusan yang dapat dipertangungjabkan secara ilmiah,
bermanfaat bagi umat Islam secara menyeluruh. Dan setelah menjadi
sebuat keputusan lalu dipublikasikan kedalam bahasa asab dan sebagian
bahasa yang dapat mewakili anggotanya.

Adapunn tujuan didirikan badan independen ini adalah**?

a). Menjelaskan hukum hukum syara’ terhadap permasalahan
permasalah yang ada dalam masyarakat islam di seluruh dunia, dan
mengeluarkan fatwa dan keputusan mengenai permasalahan tersebut
seusai dengan syariat islam yang diakui (mu tabaroh).

b). Melahirkan kepututusan dan fatwa sebagai jawaban Islam adalah
agama yang rohmatan lil ‘alamin dengan memberi sosuli hukum
terhadap semua permasalah umat islam di seiap tempat dan zaman.
Dan menunjuakan figih adalah peraturan dan hukum keberadaanya

diatas dari pada undang undang konvensional.
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c). Menerbitkan dan mempublikasiakan leteratur (turost) figh islami,
mensyarahnya, memperjelas istilah-istilah klasik kedalah istilah
istilah modern agar mudah dipahami.

d). Menerbitkan majalah ilmiah tentang figih islami.

e). Mengumpulkan fatwa dan pandangan para ulama’ yang terkemuka
dan ulama’ modern yang diakui. Untuk dipublikasikan ke umat
muslim.

Untuk mencapai tujuan diatas majma’ figih islami berupaya
melakukan trobosan trobosan, diantaranya adalah:

a). Mendirikan markas pusat informasi yang dapat diakses oleh umat
Islam terhadap apa yang telah di bahas.

b). Mengarang kamus kamus figih dan buku buku figih guna
memperjelas istilah istilah yang ada dalam kitab figih, dan
mempermudah bagi praktisi dan akademisi untuk mempelajarinya.

c). Menerbitkan majalah ilmiah tentang figih, serta mempublikasikan
keputusan, pembahasan dan kajian pembahasan yang dilakan setiap
preode.

d). Berkerjasama dengan lembaga lembaga dan pusat kajian keislaman
yang ada, dan melakukan sering keilmuan dan pemikiran.

2). Isi keputusan majma’ figih islami tentang syartul jaza’i
Adapun isi keputusan nomer 109 tahun 2000 tentang syartul jaza’i

adalah sebagai berikut:
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keputusan Majma’ Fikih Islami yang bernaung di bawah Munazhamah

Mu’tamar Islami, pertemuan yang ke-12 di Riyadh, Arab Saudi, yang

berlangsung dari tgl 25 jumadil akhir sampai 1 rojab 1421 H atau 23-28

September 2000 M.

setelah melakukan kajian yang mendalam khususnya tentang tema

syartul jaza’i, dn setelah melakukan melakukan beberapa diskusi yang

panjang terhadap tema ini bersama seluruh anggota, beberapa ahli dan
beberapa fugoha’. Memutuskan sebagaimana berikut:

1. Syarth jaza’i adalah kesepakatan antara dua orang yang
mengadakan transaksi untuk menetapkan kompensasi materi yang
berhak didapatkan oleh pihak yang membuat persyaratan,
disebabkan kerugian yang diterima karena pihak kedua tidak
melaksanakan kewajibannya atau terlambat dalam melaksanakan
kewajibannya.

2. Majlis ini mempertegas keputusan sebelumnya, yang berkaitan
dengan syartul jaza’i, keputusannya dalam akad salam nomor 85
(9/2), yang isinya: Adanya syarth jaza'i (denda) yang disebabkan
oleh keterlambatan penyerahan barang dalam transaksi salam tidak
dibolehkan, karena hakikat transaksi salam adalah utang,
sedangkan persyaratan adanya denda dalam utang-piutang
dikarenakan faktor keterlambatan adalah suatu hal yang terlarang.
Dan keputusan tentang akad istishna’ nomor 65 (7/3), yang isinya.
adanya kesepakatan denda sesuai kesepakatan kedua belah pihak
dalam transaksi istishna’ adalah hal yang dibolehkan, selama tidak
ada kondisi tak terduga. Dan keputusan dalam ba’i bit-tagshith
(ual-beli  kredit) nomor 51(6/2). Yang isinya: terlambat
menyerahkan cicilan dari waktu yang telah ditetapkan, maka dia
tidak boleh dipaksa untuk membayar tambahan (denda) apa pun,
baik dengan adanya perjanjian sebelumnya ataupun tanpa
perjanjian, karena hal tersebut adalah riba yang haram.

3. Perjanjian denda ini boleh diadakan bersamaan dengan transaksi
asli, boleh pula dibuat kesepakatan menyusul, sebelum terjadinya
kerugian.

4. Persyaratan denda ini dibolehkan untuk semua bentuk transaksi

finansial, selain transaksi-transaksi yang hakikatnya adalah
transaksi utang-piutang, karena persyaratan denda dalam transaksi
utang adalah riba senyatanya.
Berdasarkan hal ini, maka persyaratan ini dibolehkan dalam
transaksi mugawalah bagi mugawil, demikian pula, persyaratan
denda dalam transaksi taurid (ekspor impor) adalah syarat yang
dibolehkan, asalkan syarat tersebut ditujukan untuk pihak
pengekspor, demikian juga dalam transaksi istishna’, asalkan syarat
tersebut ditujukan untuk pihak produsen, jika pihak-pihak tersebut
tidak melaksanakan kewajibannya atau terlambat dalam
melaksanakan kewajibannya.
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Akan tetapi, tidak boleh diadakan persyaratan denda dalam jual-beli
kredit sebagai akibat pembeli yang terlambat untuk melunasi sisa
cicilan, baik karena faktor kesulitan ekonomi ataupun keengganan.
Demikian pula dalam transaksi istishna’ untuk pihak pemesan
barang, jika dia terlambat menunaikan kewajibannya.

5. Kerugian yang boleh dikompensasikan adalah kerugian finansial
yang riil atau lepasnya keuntungan yang bisa dipastikan. Jadi, tidak
mencakup kerugian etika atau kerugian yang bersifat abstrak.

6. Persyaratan denda ini tidak berlaku, jika terbukti bahwa
inkonsistensi terhadap transaksi itu disebabkan oleh faktor yang
tidak diinginkan, atau terbukti tidak ada kerugian apa pun
disebabkan adanya pihak yang inkonsisten dengan transaksi.

7. Berdasarkan permintaan salah satu pihak pengadilan, dibolehkan
untuk merevisi nominal denda jika ada alasan yang bisa dibenarkan
dalam hal ini, atau disebabkan jumlah nominal tersebut sangat tidak
wajar.

B. Analisis Keputusan Majma’ Figih Islami Nomor 109 Tentang syartul
jaza’l dalam pandangan figih Islam

Setiap keputusan atau ketetapan hukum Islam mempunyai sumber
pengambilan dalam ilmu figih dikena degan istilah istinbath hukum. Setiap
Istimbath (pengambilan hukum) dalam syariat Islam haruslah sesuai dengan
kaidah pengambilan hukum yang diakui, yang bersumber dari sumber
muttafaq yang terdiri dari: Al-Qur’an, as-Sunnah, ijama’ dan qiyas, serta
kaidah hukum yang mukhtalaf yang terdiri dari: istihsan, maslahah mursalah,
istishab, ‘urf, qoulu as-Shahabi, syar’u man gablana.

Pada keputusan majma’ figih islami (majma’ buhust figih islami)
sumber hukum yang digunakan untuk menggambil sebuah fatwa adalah
sumber hukum yang mu’tabaroh. Hal tersebut tercermin dari studi awal
sebelum diakukanya bahsu masail (munagosah), dan pemaparan para ahli

yang dipublikasikan dalam majalah majma’ figih Islami ke 12.
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Disini penulis menganalisa keputusan majama’ figih Islami dengan
cara menyajikan isi keputusan dan pandangan para ulama’ mengenai hal
tersebut, untuk dapat memahami secara lebih luas dan mengomentari isi
keputusan berdasarkan pandangan para ulama figih Islam.

1. Pasal Satu Yaitu Pengertian

Dalam pasal satu memuat pengertian syartul jaza'i, yaitu
kesepakatan antara dua orang yang mengadakan transaksi untuk
menetapkan kompensasi materi yang berhak didapatkan oleh pihak yang
membuat persyaratan, disebabkan oleh kerugian yang diterima, karena
pihak kedua tidak melaksanakan kewajibannya atau terlambat dalam
melaksanakan kewajibannya.

Dr Sodig Muhammad Amin Dhorir menyatakan bahwa syartul
jaza'i adalah kesepakatan untuk menentukan besaran denda /ganti rugi
apabila apabila madiin tidak melaksaakan atau terlambat dalam
melakukan kewajibanya.*

Abdulloh rozak sanhuri mendefiniskikan syartul jaza’i yaitu
kesepakatan antara dua pihak yang berakad yang tertuang dalam akad,
atau kesepakatan lanjutan, sebelum terjadinya pelanggaran kesepakatan,
atas besaran denda yang diharus dibayar madiin kepada dain ketika tidak
dapat melaksanakan kewajibanya atau terlambat melaksanakan

kewajibanya.®

3* Majalah majma figh islami. ke 12 tahun 2000 juz 2 hal 50
35 Asqor sulaiman, majid abu rokhoyah, Muhammad ustan. Umar sulaiman asgor. Bahtsu fighiyah
fi godhoya igtishod mu’asiroh. Yordan. Dar nafais cetakan pertam tahun 1998, juz 2 hal 855
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Dari pengertian yang dipaparkan oleh hasil keputusan majma’
figih islami maupun para akademisi, bahwa syartul jaza’i merupakan
merupakan berdasarkan klausula klausula dalam perjanjian kesepakatan
yang dibuat oleh para pihak yang melakukan suatu akad / perjanjian, hal
teersebut sudah menjadi suatu kewajaran di sebuah negara yang
menganut sistem hukum civil law, karena merupakan sarana yang efektif
untuk menekan para pihak untuk dapat melaksanakan kewajibanya
sesuatu yang tertuang dalam akad.

Dan dari pengertian yang tertuang dalam keputusan tersebut
bahwa kalusul denda (syartul jaza i) dapat dimaksukan pada semua akad,
karena pada dasarnya hukum asli dalam suatu muamalah adalah

diperbolehkan sesuai dengan kaidah fighiyah yang berlaku,

\Yﬂ%}&yé Jus of Y ALY Q)MLA\L}J.\@;Y\

Artinya: hukum asal semua bentuk muamalah adalah boleh kecuali ada

dalil yang mengharamkanya.

2. Pasal kedua

Pada pada kedua merupakan penekanan dari keputusan nomor 85
tahun 1995 tentang akad salam yang terdapat didalamnya syartul jazai,
pada keputusan tersebut berisi Adanya syarth jaza’i (denda) yang
disebabkan oleh keterlambatan penyerahan barang dalam transaksi salam

tidak dibolehkan, karena hakikat transaksi salam adalah utang, sedangkan

136

Majma’ fatawa ibnu taimiyah juz 29 hal 147
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persyaratan adanya denda dalam utang-piutang dikarenakan faktor
keterlambatan adalah suatu hal yang terlarang.

Transaksi bai’'us salam Secara terminologis, salam adalah menjual
suatu barang yang penyerahannya ditunda, atau menjual suatu barang
yang ciri-cirinya disebutkan dengan jelas dengan pembayaran modal
terlebih dahulu, sedangkan barangnya diserahkan dikemudian hari.**’

Menurut Sayyid Sabiq, as-salam atau as-salaf (pendahuluan)
adalah penjualan sesuatu dengan kriteria tertentu (yang masih berada)
dalam tanggungan dengan pembayaran segera atau disegerakan.'®®
Menurut Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, salam adalah jasa
pembiayaan yang berkaitan dengan jual beli yang pembiayaannya
dilakukan bersamaan dengan pemesanan barang.**°

Dari definisi diatas istilah lain, bai’'us salam adalah akad
pemesanan suatu barang dengan kriteria yang telah disepakati dan
dengan pembayaran tunai pada saat akad berlangsung. dengan demikian,
bai’us salam memiliki kriteria khusus bila dibandingkan dengan jenis jual
beli lainnya, diantaranya:

a). Pembayaran dilakukan didepan (kontan di tempat akad), oleh karena

itu jual beli ini dinamakan juga as-salaf.

137

M. Ali Hasan, Berbagai Macam Transaksi dalam Islam (Figh Muamalat), (Jakarta: PT Raja

Grafindo Persada, 2003), 143.
% Sayyid Sabig, Figih Sunnah, Juz 12, (Bandung: Al-Ma’arif, 1988), 110.
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Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, Pasal 20 ayat (34)
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b). Serah terima barang ditunda sampai waktu yang telah ditentukan
dalam majlis akad.**°

Struktur akad salam pada umumnya memiliki empar rukun yaitu
pertana: Sighoh: atau bahasa transaksi dalam akad salam meliputi ijab
dan gobul yang menunjukan makna pembelian dengan system salam dan
persetujuan. Kedua: ‘Agidain dalam akad salam meliputi muslim (pihak
yang berperan sebagai pemesan atau pembeli), muslam ilaii (pihak yang
bertanggungjawab atas pengadaan barang pesanan. Ketiga: Ro’su mall
adalah harga atau tsaman dari muslam fih yang harus dibayar dimuka.
Keempat: Muslam fiih adalah barang atau objek pesanan yang menjadi
tanggungan pihak muslam ilaih.

Masing masing struktur akad salam tersebut diatas memiliki syarat
dan ketentuan, ada yang terdapat pada akad, pada ro’su mall dan pada
muslam ilaihi.

a. Syarat akad
Syarat akad salam yaitu harus menyebutkan kreteria muslam fiih
secara spesifik, meliputi sifat, jenis, macam, dan kadar. Dan
ketentuan waktu serah terima muslam fiih. Dan penentuan tempat
penyerahan muslam fiih apabila tempat berlangsungnya transaksi
tidak layak, atau tempat berlangsungnya transaksi layak untuk serah
terima muslam fith namun membutuhkan biaya untuk pengiriman

ketempat tersebut, ini hanya berlaku untuk salam yang muajal. Serta

9 Nihayatul Muhtaj Syarhu Minhjit Thalibin, ar-Ramli. Lihat, kitab Buhits Fighiyyah Fi
Qadhaya Igtishadiyah al-Mu’ashirah, 1/183
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akad salam harus diadakan/dilakukan secara final, artinya dalam
akad tidak berlaku khiyar syarat bagi keduabelah pihak atau salah
satunya.

. Syarat ro ’su mall

Syarat ro 'su mall dalam akad salam adalah sebagai berikut, pertama:
ro’su mall harus ma’lum (dapat diketahui) baik dengan sekedar
menaksikan maupun dengan mengetahui jenis, kadar dan sifat.
Kedua: serah terima dan cash ro’su mall harus dimajlis akad
sebelum berakhirnya khiyar majlis, baik dengan memilih
melangsungkan transaksi atau meninggalkan majlis akad. Ketiga:
serah terima ro’su mal secara tunai atu cash, artiya tidak diperboleh
kan dengan kresit. Keempat: serakterima ro’su mal secara hakiki,
artinya serahterima secara kongkrit sesuai dengan karakteristik ro’su
mal berupa barang atau jasa dan bener bener murni dilakukan untuk
kepentingan pembayaran, dan tidak melibatkan kepentingan lain.
Syarat muslam ilaihi

Syarat muslam ilaihi dalam akad salam adalah sebagai berikut.
Pertama: muslam fiih harus berupa barang yang bisa dicirikan
secara spesifik melalui kreteria atau sidat sifatnya. Kedua: muslam
fith harus berupa barang yang bisa diketahui jenis, maca, dan
kadarnya. Ketiga: muslam fiih harus berupa hutang dalam
tanggungan, sehingga tidak sah apabila bersetatus barang yang

tertentu secara fisik, sebab bahasa salam atau salaf memiliki
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konsekuensi logis komoditi yang diakadi bersifat hutang atau
tanggungan. Keempat: muslam fiih harus barang yang
memungkinkan pengadaanya, baik dari segi wujudnya, seperti bukan
berupa barang langka, atau dari segi jatuh tempo, seperti barang
yang dipastikan ada ketika jatuh tempi serah terima muslam fiih.***

Jual beli salam ini diperbolehkan dalam Islam berdasarkan dalil al-

Qur’an, al-Hadits, dan [jma’ (kesepakatan ulama’), yaitu diantaranya:

S Sy S5 05 e el ] 0030 e T L

Artinya: Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu‘amalah
tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu
menuliskannya. Dan hendaklah seorang penulis diantara kamu
menuliskannya dengan benar...}*?

s il s e &1 o a8 " B el s ol s
ey e B o B e, By Gl el (3O saken
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Artinya: hadits ibn abas berkata. “Rasulullah SAW datang ke Madinah,
dan pada saat itu orang banyak sedang mengadakan salam pada tamar
untuk jangka waktu dua dan tiga tahun. Maka Rasulullah SAW bersabda:
“Barangsiapa menghutangkan, hendaklah ia menghutangkan dalam harga
yang diketahui dan timbangan yang diketahui, hingga masa yang
diketahui.”**®

! Tim lascar pelangi, metogologi figh mu’amalah, Kediri, lirboyo tahun 2013. Hal 89-94

2 Departemen Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahannya, 70.

3 Imam Abi Abdullah Muhammad bin Ismail bin Ibrahim bin Mughirah bin Bardzabah Bukhari
Ju’fi, Shahih Bukhari, (Beirut: Dar al Fikr, 1992), 61
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Ibnu Mundzir dan lainnya meriwayatkan adanya ijma’ ulama’ atas
kebolehan transaksi jual beli salam. Kebutuhan manusia untuk
bertransaksi itulah yang mendorong diperbolehkannya jual beli salam.
Karena satu pihak yang bertransaksi ingin mendapatkan pembayaran
yang dipercepat, sementara pihak yang lain ingin mendapatkan barang
yang jelas atau pasti. Transaksi salam juga memberikan kemudahan
kepada manusia yang berkepentingan terhadap bentuk transaksi jual beli
salam ini. Selain itu, transaksi salam juga merupakan dispensasi bagi
manusia yang di dalamnya juga terdapat unsur yang sejalan dengan
upaya merealisasikan kemaslahatan perekonomian.

Berdasarkan dalil diatas, jual beli salam ini hukumnya dibolehkan,
selama ada kejelasan ukuran, timbangan, dan waktunya yang ditentukan.
Dasar hukum jual beli ini telah sesuai dengan tuntutan syariat dan
kaidah-kaidahnya. Bahkan dalam prakteknya, jual beli salam juga tidak
menyalahi giyas yang membolehkan penangguhan penyerahan barang
seperti halnya dibolehkannya penangguhan dalam pembayaran.

Penekanan yang kedua dalam pasal 2 keputusan majma’ figih Islami
adalah pada akad istishna’ nomor 65 (7/3) tahun 1992 /1412 H, pasal 4
yang isinya, adanya kesepakatan denda sesuai kesepakatan kedua belah
pihak dalam transaksi istishna’ adalah hal yang dibolehkan, selama tidak
ada kondisi tak terduga.

Istishna secara bahasa diambil dari kata shana’a yang berarti

membuat, kemuadia ditambahkan huruf alif, sin, dan za’ menjadi istishna
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yang berarti meminta dibuatkan sesuatu. Sedangkan secara istilah berarti
akad dimana shani’( pembuat) membuatkan sesuatu tertentu dalam
perjanjian, yaitu akan menjual sesuatu yang dibuat oleh siani’ dengan
bahan dan pekerjaan berasal dari shani’.***

Menurut Kasani istishna’ adalah akad yang terjalin antara emesan
sebagai pihak pertama dan seorang produsen sesuatu barang atau yang
serupa sebagai pihak kedua, agak pihak kedua membuatkan sesuatu
barang yang sesuai dengan yang diinginkan oleh pihak pertama dengan
harga yang disepakati diantara keduanya.**

Berdasarkan pengertian diatas secara operasional istishna
merupakan kontrak penjualan antara mustashni’ (pemesan) dan shani’
(pembuat). Dalam kontrak ini shani’ menerima pesana dari mustashni’
untuk membuat barang (mashnu’) menurut spesifikasi yang telah
disepakati dan menjualnya kepada mustashni’, serta keduabelah pihak
bersepakat atas harga dan sistem pembayaranya.

Contoh-contoh al-istishna’ dalam kehidupan kita sehari-hari adalah
sebagai berikut: Seseorang memesan kepada tukang kayu untuk
membuatkan rak buku dengan tipe tertentu, nanti bayarnya ketika rak
buku itu sudah selesai. Semua bahannya yang menyediakan adalah
tukang kayu tersebut, Seseorang memesan kepada pemilik konveksi baju
untuk membuat seragam baju sekolah dengan motif dan model tertentu.

Seseorang memesan kepada kontraktor untuk membangun kantor atau

144 \Wahbah zuhaili, figh islam wa adilatuhu, Beirut, dar al kutub tahun 1989 hal 631
145 <Ala Adin Abi bakar ibn mas’us ibn ahmad al kasani, bada’l shana’l, cairo maktabah asima juz
5 hal 22
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rumah di atas tanah miliknya dengan bentuk dan ukuran tertentu. Semua
bahan bangunan berasal dari kontraktor tersebut.

Landasan hukum istishna’ adalah sebagai berikut:

g_,\_’JKM g_,;'gaj} o}.\:fb (oA J>—§ &l R r..:;g\.)ﬁ\'b\ \};,o\; d:’."d\ L@_g.\.g.

Artinya: Artinya: Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu
bermu'amalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah
kamu menuliskannya. Dan hendaklah seorang penulis diantara kamu
menuliskannya dengan benar...*

b o V) kel o il JB g ade &1 Lo B g O

(a2l g )

Artinya: Sesungguhnya Rosululloh SAW bersabda: perdamaian dapat
dilakukan diantara kaum muslimin kecuali perdamaian yang
mengharamkanyang halal atau menghalalkan yang haram’ dan kaum
muslimin terikat dengan syarat syarat mereka kecuali syarat yang
mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram (HR Tirmidzi)

146

Departemen Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahannya, 70.
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Artinya: hadits ibn abas berkata. “Rasulullah SAW datang ke Madinah,
dan pada saat itu orang banyak sedang mengadakan salam pada tamar
untuk jangka waktu dua dan tiga tahun. Maka Rasulullah SAW bersabda:
“Barangsiapa menghutangkan, hendaklah ia menghutangkan dalam harga
yang diketahui dan timbangan yang diketahui, hingga masa yang
diketahui (HR Bukhori).**’

Jual beli istishna jika di giyaskan dengan ba’i ma’dum, maka jual
beli istishna’ tidak dipebolehkan. Menurut Hanafiyah, jual beli istishna’
diperbolehkan dengan alasan istshna demi kebaikan kehidupan manusia
(asas mashlahah mursalah) dan telah menjadi kebiasaan (urf) dalam
beberapa masa tidak ada ulama yang mengingkarinya. Akad istishna,
diperbolehkan karena ada ijma’ ulama.**®

Akan tetapi menurut ulama’ malikiyah, syafi’iyah dan hanabilah,
akad istishna sah dengan landasan diperbolehkan akad salam, dan telah
menjadi kebiasaan umat manusia dalam bertransaksi (urf), dengan

catatanm terpenuhinya syarat-syarat sebagaimana yang disebutkan dalam

akad salam, diantaranya adalah adanya serah terima modal (pembayaran)

" Imam Abi Abdullah Muhammad bin Ismail bin Ibrahim bin Mughirah bin Bardzabah Bukhari
Ju’fi, Shahih Bukhari, (Beirut: Dar al Fikr, 1992), 61
'8 Wahbah zuhaili jilid 4 hal 632
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di majelis akad secara tunai. Ulama Syafi’iyah menambahkan, prosesi

penyerahan objek akad bisa dibatasi dengan waktu tertentu.

149

Sebagai bentuk jual beli forward, istishna, mempunyai kemiripan

dengan salam, yaitu dalam persamaannya karena istishna adalah

kelanjutan dari Salam, maka landasan hukum yang berlaku pada Salam

berlaku pula terhadap ishtishna , namun ada beberapa perbedaan diantara

keduanya antara lain:

a).

b).

c).

d).

Objek istishna’ selalu barang ang harus diproduksi, sedangkan objek
salam bisa untuk barang apa saja, baik harus diproduksi lebih dahulu
maupun tidak diproduksi lebih dahulu.

Harga dalam akad salam harus dibayar penuh dimuka, sedangkan
harga dalam akad istishna tidak harus dibayar peuh di muka,
melainkan juga dapat dicicil atau dibayar dibelakang.

Akan salam secara efektif tidak dapat diputuskan secara sepihak,
sedangkan akad istishna dapat diputuskan sebelum persahaan
memulai produksi.

Waktu penyerahan tertentu merupakan bagian penting dari akad
salam, naun dalam akad istishna tidak merupakan keharusan.
Meskipun demikian pembeli dapat menetapkan waktu penyerahan
maksimum yang berarti jika perusahaan terlambat memenuhinya.
Pembeli tidak terikat menerima barang dan membayar harganya,

namun demikian harga dalam istishna dapat dikaitkan dengan waktu

9 |pid 632
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penyerahanya, jadi boleh disepakati apabila terjadi keterlambatan

penyerahan harga dapat dipotong sejumlah tertentu per hari dihitung

dari keterlambatanya, atau dapat dikenakan denda dihitung per
harinya sesuai dengan yang telah disepakatinya sebelum terjadinya
keterlambatannya (syartul jaza’i).

Penekanan yang ke tiga dalam pasal 2 ini adalah keputusan dalam
ba’i bit-tagshith (jual-beli kredit) nomor 51(6/2) tahun 1990 pasal 3.
Yang isinya: terlambat menyerahkan cicilan dari waktu yang telah
ditetapkan, maka dia tidak boleh dipaksa untuk membayar tambahan
(denda) apa pun, baik dengan adanya perjanjian sebelumnya ataupun
tanpa perjanjian, karena hal tersebut adalah riba yang haram.

Ba’i bit- tagshith adalah jual beli dengan system bayar cicilan
(kredit) dalam batas waktu tertentu dengan tsaman yang relative tinggi
disbanding dengan system bayar cash.

Pada hakekatnya ba’i bit-tagshith adalah jual beli dengan
pembayaran yang ditangguhkan kepada penjual dalam bentuk cicilan
yang telah disepakati, dimana penjual menyerahkan barang jaulanya
kepada pembeli pada waktu akad, sedangkan pembeli menmbayar
dengan cara cicilan sampai pada waktu yang telah ditetapkan.**

Dasar hukum dari jual beli ini adalah:

150

1lhall

Muhammad taqiyu ustsman. Bahs fi godhoya fighiyah mu’asiroh, wuzarotul augof Kuwait. Juz
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Artinya: Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu'amalah
tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu
menuliskannya. Dan hendaklah seorang penulis diantara kamu
menuliskannya dengan benar.™!

Q_ALSH\PLA}QJP;MJ.&;&\J}MJQ\:JEL«_;;;SJ\&JW\;J;
Ak cale s ain g plab (60 0
Artinya: Dari Aisyah ra. berkata: Rasulullah pernah membeli makanan

dari orang Yahudi dan beliau menggadaikan kepadanya baju besi
beliau. (HR. Bukhari)

Jual beli dengan cicilan para ulama’ sudah membahas
permasalahan ini secara luas, baik ulama’ modern maupun ulama’ klasik.
ada sebagian pendapat mereka yang menghalalkan dan ada yang
mengharamkanya, tergantung sejauhmana segala ketentuan dan
persyaratan yang dijalankan.

Adapun pendapat yang mengharamkan yaitu mengatakan bahwa
bila si penjual itu menaikan harga karenya temponya, sebagaimana yang
kini dilakukan oleh para pedagang yang menjual dengan kredit, maka
haram hukumnya, dengan dasar bahwa bambahan harga itu berhubungan

masalah waktu dan itu sama dengan riba, dan riba dilarang oleh syara’.*>

151
152

1hal 3

Departemen Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahannya, 70.
Muhammad taqiyu ustsman. Bahs fi godhoya fighiyah mu’asiroh, wuzarotul augof Kuwait. Juz
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Pedapat yang membolehkanya adalah pendapat jumhurul ulama’,
karena pada asalnya adalah boleh dan tidak terdapat nash yang
mengharamkanya. Jual beli ini tidak bisa dipersamakan dengan segi riba
dari manaun. Oleh karena itu seorang pedagang dapat menakan harga
menurut yang patas, selama tidak sampai batas kedzoliman.

Yusof al Qordhowi dalam bukunya al-halalu wa haromu fil Islam
mengatakan bahwa menjual kredit dengan menaikan harga
diperkenankan. Dengan dasar Rosululloh SAW sendiri pernah membeli

makanan dari seorang yahudi dengan tempo.

3. Pasal ketiga

Pada pasal ini berisi tentang ketentuan perjanjian denda ini boleh
diadakan bersamaan dengan transaksi asli, boleh pula dibuat kesepakatan
menyusul, sebelum terjadinya kerugian.

Pada dasarnya syartul jaza’i adalah bentuk kesepakatan yang tidak
berdiri sendiri akan tetapi mengikuti akad asli dan kesepakatan tersebut
dibuat oleh pihak yang berakad sebagai wasilah tercapainya tujuan akad
sekaligus sebagai jaminan kepada para pihak pihak yang berkad untuk
dapat melaksanakan kewajibanya sesuai apa yang ada dalam akad. Jadi
pihak pihak yang berakat mempunyai kebebasan dalam bersepakat untuk

membuat syarat jaza’i, baik bersamaan dengan akad atau sebelumnya,
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dah bahkan ketika berjalanya akad. yang terpenting adalah asalkan
sebelum terjadinya pelanggaran atau wanprestasi.

Kesepatan yang dibuat setelah wanprestasi bukan lagi dinamakan
syartul jaza'i tetapi kesepakatan ganti rugi (ta’'widh ittifagi). Dan ini
suduh diluar kesepakatan, dan merupakan kesepakatan baru diluar akad
seandainya salah satu pihak menuntuk ganti rugi atas apa Yyang
dideritanya terhadap kesepakatan sebelumnya.

4. Pasal empat
Pada pasal ini berisi tentang dibolehkan persyaratan denda untuk
semua bentuk transaksi finansial, selain transaksi-transaksi yang
hakikatnya adalah transaksi utang-piutang, karena persyaratan denda
dalam transaksi utang adalah riba. Pada poin sal itu terdapat 2 bentuk
syartul jaza’i dalam model akad yang berbeda, diantaranya adalah:
a). Syartul jazai pada akad didalamnya terdapat unsur hutang piutang
Syartu/ jaza’i yang berkaitan dengan transaksi-transaksi yang pada
hakikatnya adalah transaksi hutang piutang merupakan kesepakatan
tambahan dalam suatu akad antara dain dengan madiin untuk
menentukan besaran ganti rugi/ denda apabila pihak madiin tidak
melaksanakan kewajibanya atau terlambat dalam melaksanakan
kewajibanya.

Adapun bentuk dari syartul jaza’i yang berkaitan dengan hutang

piutang yaitu disyaratkan dalam akad berupa denda (klausul denda/

penalty) ketika tidak melaksanakan kewajibanya atupun terlambat
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melaksanakan kewajibanya, yaitu membayar sejumlah uang,
walaupun madiin dalam keadaan pailit ataupun dain tidak mengalami
kerugian yang nyata. Sudah menjadi kesepakatan para ulama’
sesungguhnya syartul jaza’i dengan model demikian merupakan riba
nasiah.

Jika suatu akad terdapat syartul jaza’i (klausul denda) yang
dmikian maka hal tersebut dapat membatalkan akad asli, karena syarat
(klausul) tersebut termasuk syarat fasid dalam akad hutang piutang.

Sesuai dengah kaidah figih

CTU e e Y e s Y by b e O sald)

Artinya: Seorang muslim wajib menunaikan persyaratan yang telah
disepakati kecuali persyaratan yang mengharamkan yang halal atau
menghalalkan yang haram

Vot w e o
Ly ooy oon amy sgb Andin o (23 S

Artinya: Setiap piutang yang mendatangkan kemanfaatan/keuntungan,
maka itu adalah riba
Syartul jaza’i (klausul denda) pada akad selain yang berkaitan dengan
hutang piutang

Pada pasal ini dinyatakan bahwa syartul jazai (kalusul denda) pada
semua bentuk transaksi finansial, selain transaksi-transaksi yang

hakikatnya adalah transaksi utang-piutang. Jadi secara umum bahwa

153
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Majma’ fatawa ibnu taimiyah juz 29 hal 147
Atiyah Ramadhon. Mausu’ah Qowaid Fighiyah. Iskandaria. Dar Iman, tahun 2007 hal 300
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kaidah dan hukum syarat (klausul) pada akad adalah diperbolehkan,
sesuai dengaan kaidah “figih al aslu fil muamalah al ibahah”™ atau
pada dasarnya hukum asal dari muamalah adalah diperbolehan,
termasuk syarat (klausul) denda pada akad asalkan tidak terdapat dalil
yang melarangnya atau yang dilarang oleh syara’ sesuai dengan
kaidah figih yang ada a/ muslimuuna ‘ala syurutihim... atau Seorang
muslim wajib menunaikan persyaratan yang telah disepakati kecuali
persyaratan yang mengharamkan yang h.alal atau menghalalkan yang
haram.

Berdasarkan hal tersebut maka kelanjutan dari isi pasal 4 adalah
Berdasarkan hal ini, maka persyaratan ini dibolehkan dalam transaksi
mugawalah bagi mugawil (orang yang berjanji untuk melakukan hal
tertentu untuk melengkapi syarat tertentu, semisal membangun rumah
atau memperbaiki jalan raya), demikian pula, persyaratan denda dalam
transaksi taurid (ekspor impor) adalah syarat yang dibolehkan, asalkan
syarat tersebut ditujukan untuk pihak pengekspor, demikian juga
dalam transaksi istishna’, asalkan syarat tersebut ditujukan untuk
pihak produsen, jika pihak-pihak tersebut tidak melaksanakan
kewajibannya atau terlambat dalam melaksanakan kewajibannya.

Pada pasal ini dicontohkan syartul jaza’i pada aka yang tidak
berkaitan dengan hutang piutang yaitu syartul jaza’i (klausul denda)
pada akad mugowalah (jasa kontraktor), taurid (ekpor impor) dan

akad transaksi istishna.
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Akad mugowalah adalah kesepakatan antara dua belah pihak,
dimana pihak pertama berjanji untuk membuat sesuatu atau
melakukan hal tertentu untuk kepentingan pihak kedua dengan jumlah

15 atau

upah tertentu dan dalam jangka waktu yang tertentu pula.
orang yang berjanji untuk melakukan hal tertentu untuk melengkapi
syarat tertentu, semisal membangun rumah atau memperbaiki jalan
raya dan yang lainya

Dari pengertian diatas dapat dikategorikan bahwa akad mugowalah
mempunyai beberapa karakteristik diantaranya adalah akad ridhoi,
akan mu 'awadhoh (transaksi bisnis), akad mulzimun (mengikat) kedua
belah pihak, akad yang mendatangkan suatu pekerjaan, akad yang
memiliki batasan waktu, akad tempo waktu.

Dalam figih islami akad mugowalah seperti akad istishna’ dan
akad ijaroh ‘alal amal (jasa). Adapun kesamaan akad mugowalah
dengan akad istishna’ dimana kontraktor menyediakan modal kerja
(bahan sadar) dalam mengerjakan pekerjaanya. Dan dalam hal ini
hukum karena terdapat kesamaan dalam modal (bahan dasar) dan
pekerjaan maka hukum akad muqowalah sama dengn akad istishna’
yaitu diperbolehkan, menurut ulama’ hanafiah dengan dalil istihsan.'*®

Dan kesamaan antara akad muqgowalah dengan akad ijaroh ‘ala

‘amal (jasa) ketika kewajiban kontraktor sebatas pada megerjakan

suatu pekerjaan, dan bahan dasar (modal kerja) disediakan oleh pihak

155
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Akad mugowalah wa ta’miir, majalh majma’ figih Islami episode ke 14 pada keputusan nomer

Kasani. Bada’l shonai juz 5 hal 209
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pertama. dan hukum akad ijaroh ‘ala ‘amal diperbolehkan atas dasar
kemaslahatan umat manusia.*>’

Secara hukum akad mugowalah mempunyai beberapa kesamaan
dengan akad istishna’ dan ijaroh ‘ala ‘amal, meskipun demikian akad
mugowalah adalah akad yang berdiri sendiri yang tidak dapat
disamakan sepenuhnya dengan akad yang lainya, dari rukun, syarat
dan hukumnya dan pengaruhnya berbeda.

Dasar hukum dari akad mugowalah yaitu:

..... 55aal U 1 sb ol | giale -l LT,

Artinya: wahai orang orang yang beriman penuhilah akad akad itu.....

(QS al-Maidah: 1)
LA U] J6 U oy ade ) (o ) oo J5 i 1 o) ol 0

e 34k @ Y ab JB ast ade pady S ek 4 Lad, Bl

Artinya: Dari Anas radhiyallahu "anhu ia berkata: Nabi shallallahu
“alaihi wasallam membuat cincin, lalu bersabda: Kami mebuat cincin
dan diukir pada bagian atasnya (nama Nabi) maka jangan ada
seorangpun Yyang mengukir (nama Nabi pada cincinnya). Anas
berkata: sungguh aku melihat kilapan cincin tersebut di jari manis
beliau (HR Bukhori).

Akad taurid (ekspor-impor) adalah kesepakatan antara kedua belah
pihak yang berakad dimana pihak kedua menyarahkan barang sesuai

dengan sifatnya baik lanngsung maupun beberapa tahapan. Dengan

" Kasani. Bada’l shonai juz 6 hal 88
*% Shohih bukhori nomor 5874
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dengan dibayar secara langsung, sebagianya dibayar dengan tempo
waktu, atau dengan cicilan. **°

Syartul jazai pada akad taurid dapat dibagi kedalam 2 model yaitu
pertama: syartul jaza’i terhadap mustaurid (konsmen), seperti seorang
maurid (pengekspor) mensyaratkan (membuat klausula) kepada
mustaurid klausul denda ketika terlambat membayar cicilan atau
membayar harga sesuai dengan waktu yang disepakati dengan
nominal tertentu. Maka syartul jaza’i dalam hal ini adalah syartul
jaza’i yang berkaitan dengan hutang piutang, dan dapat merusak akad
karena merupakan riba.*®

Kedua syartul jaza’i terhadap maurid (pengekspor). Seperti
soerang mustaurid membuat klausul denda ditujukan kepada maurid,
ketika terlambat menyerahkan/ mengirimkan barangnya sesuai dengan
waktu yang disepakati, baginya denda atas keterlambaranya, di hitung
perhari dari waktu keterlambatanya. Syartul jaza’i dalam hal ini
diperbolehkan seperti yang pendapat jumhurul ulama’.

Menurut penulis bahwasanya syartul jaza’i terhadap mustaurid
mempunyai dua bentuk yang berbeda, sesuai dengan objek akad,
dimana terdapat perbedaan hukum diantara keduanya. Model yang
pertama: objek akad taurid berupa barang yang tidak diproduksi
terlebih dahulu, hal ini sama dengan akad salam, dan hukum syartul

jza’i pada akad salam adalah riba. Sedangkan yang kedua objek pada

% Qoror manjma’ figih islami nomor tahun 1421 ke 12

%% ihid
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akad taurid bukan barang yang diproduksi terlebih dahulu hal ini sama
hukunya sama dengan akad istishna dan ini diperbolehkan oleh syara’.

Dalam pasal 4 juga memuat hukum akad/ transaksi istishna’, dalam
akad tersebut diperbolehkan oleh syara’ asalkan syartul jaza’i
ditujukan untuk produsen, jika pihak-pihak tersebut tidak
melaksanakan kewajibannya atau terlambat dalam melaksanakan
kewajibannya. Dan apabila syartul jaza’i ditujukan kepada pihak
konsumen maka hukum syartul jaza’i pada akad tersebut tidak
diperolehkan oleh syara’, karena merupakan riba nasi’ah, dan hal ini
dapat mempengaruhi terhadap akad asli. Karena jika syarat pada akad
terdapar unsur riba maka syarat tersebut tergoleoh syarat fasid dan

dapat merudak akad.

5. Pasal lima
Pada pasal lima ini berbicara tentang kerugian yang boleh
dikompensasikan dalam syartul jaza’i yait kerugian finansial/ meteriil
yang riil atau lepasnya keuntungan yang bisa dipastikan. Jadi, tidak
mencakup kerugian etika atau kerugian yang bersifat abstrak.
Yang dimaksud dengan kerugian menurut Djasadin Saragih, adalah
berkurangnya harta kekayaan pihak yang satu, yang disebabkan oleh

perbuatan (melakukan atau membiarkan) yang melanggar norma oleh
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pihak yang lain. Yang dimaksud dengan pelanggaran norma di sini
adalah berupa wanprestasi dan perbuatan melawan hukum.*®

Kerugian dibagi menjadi 2 yaitu kerugian materiil dan imateriil.
Kerugian materiil atau dalam hal ini finensial adalah objek kerugian yang
diderita oleh dain berupa harta benda atas keterlambatan atau tidak
melaksanakan kewajibanya dalam akad secara langsung. Baik kerugian
tersebut disebabkan atas pailit atau atas keterlambatanya, dengan catatan
kerugian tersebut adalah kerugian yang dapat dipastikan, bukan
keruagian yang hanya merupakan kemungkinan-kemungkinan yang
bakal terjadi dan tidak nyata.

Sedangkan kerugian adabi atau kerugian imateriil yang dimaksud
dalam pasal ini adalah setiap kerugian yang diderita oleh seseorang yang
berkaitan dengan kebebasan, kehormatan, kerugian yang mungkin akan
diderita dan belum tentu terjadi.

Dalam pandangan ulama’ kerugian yang berhak mendapatkan
kompensasi adalah kerugian yang didalamnya ada nilai finansialnya, baik
berupa berkurangnya harta maupun hilangnya harta, yang disebabkan
oleh perbuatan tersebut. Sedagkan kerugian yang tidak mengandung
unsur finansial secara langsung maka tidak berhak untuk mendapatkan
kompensasi.'®?

Contoh perilaku yang dapat menyebabkan kerugian materiil atau

terdapat unsur finensialnya. Misalnya seorang karyawan yang tidak

'® Mr. J.H. Nieuwenhuis, terjemahan Djasadin Saragih,Pokok-Pokok Hukum Perikatan, Airlangga

University Press, Surabaya, 1985, h. 54
192 «Ali Khifif. Dhoman fi fighul Islami. Cairo. Dar Fikr. Tahun 2000 hal 21
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masuk kerja lebih dari 3 kali, tanpa ada udzur syar’i, maka perusahaan
sudah dapat memperkiraan dampak dari kerugian akibat tidak masuk
kerjanya karyawan tersebut, atau seorang karyawan yang terlambat lebih
dari 5 menit, hal ini juga dapat mengakibatkan berkurangnya produtifitas
kerja, sehingga perusaan dapat dirugikan secara materiil, sehinga sebuah
prusahaan dapat menaksir kerugian akibat dari permasalahan tersebut,
dan dalam kontrak kerja dapat dimasukan berapa nominal syartul
jaza’inya (klausul denda).
6. Pasal eman

Pada pasal ini berisi tentang kententuan persyaratan denda yang
tidak berlaku, yaitu jika terbukti bahwa inkonsistensi/ wantprestasi
terhadap transaksi itu disebabkan oleh faktor yang tidak diinginkan, atau
terbukti tidak ada kerugian apa pun disebabkan adanya pihak yang
inkonsisten/ wantprestasi dengan transaksi.

Yang dimaksud dengan faktor yang tidak diinginkan pada pasal ini
adalah sebuah kejadian yang datangnya secara tiba-tiba dan kejadian
yang tidak kuasa untuk di kendalikan oleh pihak-pihak yang berakad.
Kejadian yang tidak diinginkan dalam hal ini haruslah terjadi pada akad
yang pelaksanaanya terdapat kelonggaran waktu, seperti bai’ tagshid
(ual beli dengan kredit), akad mugowalah, dan taurid atau yang
sejenisnya. Dimana pihak yang berakad mustahil untuk melanjutkan atau

kesusahan melanjutkan akad.
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Contoh dari kejadian yang tidak diinginkan dalam akad seperti
kesepakatan antara isntansi tertentu dengan kontraktor untu membangun
gedung perpustakaan dengan nominal Rp 500.000.000 rupiah dengan
waktu penyelesaian selama 8 bulan, akan tetapi ditengah tengah
pengerjaanya terjadi gempa bumi yang meruntuhkan bangunan tersebut
sehingga kontraktron terlambat menyelesaikan dari waktu yang telah
ditentukan.

Pada contoh permasalahan kejadian yang tidak diinginkan diatas
bahwa syartul jaza’i pada permasalahan tersebut menjadi tidak berlaku.

Dan dasar hukumnya adalah:

....... 5 e 113,123 3 ens 93 O Ol

Artinya: dan jika (orang yang berhutang itu) dalam kesukaran, maka

berilah tangguh sampai dia berkelapangan....**® (QS al-Bagoroh: 180)

&}\Jubbf@ubbu\&&%mb—u@b\;&»—\ww

A%4

(el 05)) G

Artinya: dari abi zubair sesungguhnya jadir ibn abdulloh mendengar dari
rosululooh. Rosulullon SAW besabda: Jika anda jual buah-buahan
dengan sistem ijon dengan saudaramu lalu buah-buahan tersebut terkena
penyakit sehingga gagal panen maka anda tidak boleh mengambil uang
yang telah diserahkan sedikit pun. Dengan alasan apa anda memakan
harta orang lain tanpa alasan yang bisa dibenarkan. (HR Muslim)

163
164

Al qur’an tarjamah departemen agama hal 47
Syarhu nawawi ‘ala sohih Muslim. 1554
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T A aasl)
Kesulitan itu mendatangkan kemudahan
S BUSER
Kumudhorotan itu harus dihilangkan
Dari dalil diatas menegaskan bahwa syartul jaza’i ketika terjadi
kejadian yang tidak diinginkan maka syartul jaza’i pada akad tersebut

menjadi tidak berlaku.

7. Pasal tujuh

Pada pasal yang terakhir dari keputusan majma’ fiqih Islami
sebagai berikut. Berdasarkan permintaan salah satu pihak, pengadilan,
dibolehkan untuk merevisi nominal denda, jika ada alasan yang bisa
dibenarkan dalam hal ini, atau disebabkan jumlah nominal tersebut
sangat tidak wajar.

Salah satu dari kewenangan pengadilan dalam Islam adalah
seorang hakim diperbolehkan memutuskan untuk menentukan besaran
denda yang menjadi pertentangan antara dua pihak dalam sebuah
perjanjian, dimana pihak yang satu mengajukan keberatan mengenai
nominal yang telah disepakati sebelumnya.

Menurtut mawardi dalam kitab ahkam sulthoniyah dijalaskan
bahwasanya salah satu karakteriktik seorang hakim adalah memutuskan

untuk mengurangi suatu denda yang itu dianggap membawa maslakhah

1% Atiyah Ramadhon. Mausu’ah Qowaid Fighiyah. Iskandaria. Dar Iman, tahun 2007 hal 50

166

Ibid hal 120
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bagi kedua belah pihak yang bertikai. Menurut Abu Hanifah hal tersebut
diperolehkan hanya apabila berdasarkan pengaduan dari salah satu pihak

yang bertikai.

C. Analisis Terhadap Relevansi Keputusan Majma’ Figih Islami Nomor 109

Dengan Pendapat Para Ulama’ Fiqih

Dalam muamalah maliyah diera sekarang ini tidak lepas dari sebuah
klausula klausula yang bertujuan untuk mengikat para pihak pihak yang
berakat agar tidak mengingkari kesepakatan, terkasuk salah satunya adalah
klausula denda yang banyak digunakan untuk menjaga agar para kreditur
agak tidak menginkari kesekapatan yang tertuang dalam akad, dengan
harapan bahwa hal tersebut akan mejadikan efek jera pagi yang
melanggarnya, akan tetapi syari’ah punnya batasan-batasan yang sudah
ditetapkan dalam nashnya.

Dalam menyikapi permasalahan yang ada majma’ buhus islami
mengkaji dan memberikan fatwa berdasarkan pandangan ulama Islam
mengenai hal tersebut. Hasil keputusan majma’ figih islami tidak keluar dari
pandangan para ulama’ terdahulu, meskipun kesimpulaya cenderung
merojihkan pendapat tententu, hal tersebut tidaklah menjadi masalah karena
dasarnya kuat dan sesuai dengan nash yang ada. Hasil keputusan merutu
pandangan penulis congdong kepada penggambilan pendapat dan dalil tertang

syartul jaza’i bersifat mutawasid dan bahkan dalam satu sisi megambil
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pendapat para ulama’ yang cenderung melonggarkan syarat dalam akad,
dalam hal ini ulama’ madzhab hambali seperti Ibn Taimiyah yang
berpendapat bahwa hukum asal dari syarat ja’liyah adalah diperbolehkan

dalam muamalah. Sesuai dengan kaidah figih
Tl el TV p o s Y by o e O saldls

Artinya: Seorang muslim wajib menunaikan persyaratan yang telah
disepakati kecuali persyaratan yang mengharamkan yang halal atau
menghalalkan yang haram.

Fatwa tentang pelarangan membuat klausula denda dalam peranjian
yang kewajiban asalnya adalah hutang piutang, yang biasanya dipakai untuk
mengikat para pihak yang berakat agar tidak ingkar janji, ketika hal tersebut
dilarang oleh syari’ah. Yang jadi permasalahan adalah pengganti dari pada
klausula tersebut yang dapat menggikat para pihak-pihak yang berakad agar
mememenuhi kewajibanya sesuai dengan kesepakatan karena banyaknya
pihak yang memanfaatkan dilarangnya klausula dendan menutur hemat
penulis adalah dengan menyertakan jaminan. Dalam hal tersebut sekiranya

perlu untuk dibuat keputusan tambahan mengenai jalan keluar dan solusi

secara saryari’ah menganai hal tersebut.

167 Majma’ fatawa ibnu taimiyah juz 29 hal 147-148



